SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF SERTA PEDOMAN

Menimbang :

Mengingat

a.

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, menyatakan bahwa JRA ditetapkan oleh
pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan
tinggi negeri, BUMN dan BUMD setelah mendapat
persetujuan Kepala ANRI;

bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan
kemudahan  akses arsip bagi publik dan

perlindungan terhadap  keamanannya, perlu adanya
klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan

Substantif serta Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan

Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



-

Undang-Undang Nomor 24  Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1282 Tahun 2012) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1953 Tahun 2017);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi
Arsip;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Repulik Indonesia Nomor 7
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
FASILITATIF DAN SUBSTANTIF SERTA PEDOMAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang
selanjutnya disebut Gubernur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi
Sumatera Utara.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka
waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
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suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau

dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman

penyusutan dan penyelamatan arsip.

Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu

jenis arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.

Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal

suatu jenis arsip pada unit pengolah.

Jangka Waktu Simpan In Aktif adalah masa simpan

minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan atau Pusat

Kearsipan.

Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan

bahwa arsip yang dapat dimusnahkan karena jangka

waktu penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai

guna lagi.

Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan

bahwa arsip memiliki nilai guna sekunder, yang wajib

diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi

Sumatera Utara sesuai kewenangan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang

menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat

ditentukan nasib akhirnya, sehingga perlu dilakukan

penilaian dan pengkajian kembali.

Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada

kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip

dengan cara :

a. memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit
kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah.

b. memusnahkan arsip sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan dalam
lingkungan Perangkat Daerah kepada Dinas

Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.
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Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil
dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta
keberadaan sarana bantu untuk mempermudah
penemuan dan pemanfaatan arsip.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan
penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang
berhak.

Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori
kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan
pengelompokannya.

Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan
informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan
dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan
keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

Klasifikasi akses arsip adalah kategori pembatasan akses
terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan
informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak Dberhak dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan
fungsi lembaga pemerintahan.

Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi
yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan
siapapun.

Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak Dberhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber daya nasional, ketertiban umum,
termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang
terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi

lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang
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serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya
kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi
apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak
dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan bangsa.

Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara
atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan
hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
Informasi yang dikecualikan adalah informasi
yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi
publik  tersebut dapat menimbulkan konsekuensi
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik serta setelah
dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup
informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian
dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan

tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:

a. sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu
penyimpanan dan penyusutan arsip fungsi fasilitatif dan
fungsi substantif berdasarkan nilai kegunaannya;

b. sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan
informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan
yang tidak sah.

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. sebagai dasar dalam pelaksanaan penyusutan arsip
fungsi fasilitatif, fungsi substantif;

b. untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan

terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta
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menjamin keamanan arsip bagi informasi yang

dikecualikan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif
serta Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis sebagai berikut:

a. jadwal Retensi Arsip;

b. sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan

c. pengaturan akses arsip.

BAB II
JADWAL RETENSI ARSIP
Pasal 4

(1) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di
Lingkungan  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di
Lingkungan  Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis arsip,
jangka waktu simpan aktif dan inaktif serta keterangan
yang berisi pernyataan musnah, dinilai kembali dan

permanen.

Pasal 5

(1) Pemusnahan Arsip Fungsi Fasilitatif dan Substantif
dengan jangka waktu penyimpanan di bawah 10 (sepuluh)
tahun ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah setelah
mendengar pertimbangan dari Panitia Penilai Arsip dan

persetujuan tertulis dari Gubernur.
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Pemusnahan Arsip Fungsi Fasilitatif dan Substantif
dengan jangka waktu penyimpanan selama 10 (sepuluh)
tahun atau lebih, ditetapkan oleh Gubernur setelah
mendengar pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip
dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia.

Pemusnahan Arsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip.

BAB III

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

(1)

(2)

(1)

Pasal 6

Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.

Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan
kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan

pengolahan arsip dinamis.

Pasal 7

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis

diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat
diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas,
rahasia dan sangat rahasia;

b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin
tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi
pula tingkat pengamanannya;

c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya,

semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya
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semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan

d. publik dapat mengakses informasi yang
dikatagorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang
telah ditentukan.

Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip

menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat

lunak.

Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filling
cabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip
biasa/terbuka, dan brankas atau lemari besi untuk
arsip rahasia dan sangat rahasia;

b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari
arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan

c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif
sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.

Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;

b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.

Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai

berikut:

a. 000 Umum;

o

100 Pemerintahan;

200 Politik;

o o

300 Keamanan dan Ketertiban;
400 Kesejahteraan Rakyat;
500 Perekonomian;

600 P.U dan Ketenagaan;

5@ oo

700 Pengawasan;

[y
.

800 Kepegawaian;

j- 900 Keuangan.
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BAB IV
PENGATURAN AKSES ARSIP
Pasal 8

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c digunakan kepada pengguna arsip yang
berhak.

Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
a. pengguna internal yang ada di instansi; dan

b. pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 9

Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan
untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah
kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat
Daerah/instansi mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip yang berada di bawah
kewenangannya,;

2. pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang
mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di
bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak
akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan
level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar
unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan

3. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang,
Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya,
namun  tidak  diberikan hak akses untuk
informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi,
pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit

kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.



-12-

b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis
dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip yang berada di bawah
kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa,
tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan
tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia
yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan
level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu
tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan
izin; dan

c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
Provinsi Sumatera Utara.

(2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk
mengakses seluruh arsip dengan kategori
biasa/terbuka;

b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses
seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan
Pembangunan; dan

c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk
mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait
dengan perkara atau proses hukum yang sedang
ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi
penegakan hukum, setelah mendapat ijin dari pimpinan

tertinggi.
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Pasal 10

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis diuraikan dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:

a.

Lampiran III kode angka 000 bidang tugas Umum;

b. Lampiran IV kode angka 100 bidang tugas Pemerintahan;

(1)

(2)

(3)

Lampiran V kode angka 200 bidang tugas Politik;

Lampiran VI kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan
Ketertiban;

Lampiran VII kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan
Rakyat;

Lampiran VIII kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
Lampiran IX kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan

Umum dan Ketenagaan;

. Lampiran X kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;

Lampiran XI kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian,;
Lampiran XII kode angka 900 bidang tugas Keuangan.

Pasal 11

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan

fisik dan informasi arsip.

Pengamanan fisik dan informasi arsip pada ayat (1) secara

keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan  seperti

pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan

ruangan dan media simpan arsip.

Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak
besi;

b. kategori arsip terbatas disimpan pada filling cabinet; dan

c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada

lemari besi.
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(4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip
terbatas dan daftar arsip rahasia.

(9) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis
dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan
tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta

informasi arsip.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

Salinan Sesuai dengan Aslinya "
KEPALA BIRO HUKUM, pada tanggal 12 September 2022

W GUBERNUR SUMATERA UTARA,
: ttd

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 29



LAMPIRAN |

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2022

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022

TENTANC JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF
SERTA PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ;
NO JENIS ARSIP T INARTIF | ST ERANGAN
1 2 2 4 5
A. |ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
1. Struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah selama berlaku 5 tahun Permanen
a. Pembentukan
b. Pengubahan
¢. Pembubaran
2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja selama berlaku 5 tahun Permanen
3. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional selama berlaku 5 tahun Permanen
4. Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Dinilai kembali
a. Evaluasi struktur organisasi kegiatan selesai
b. Evaluasi tugas pokok dan fungsi dilaksanakan
€. Evaluasi Uraian Jabatan
d. Evaluasi Uraian Tata Laksana
III. IKETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
1. Telekomunikasi 1 Tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
Administrasi penggunaan/ langganan peralatan telekomunikasi meliputi : telepon, kegiatan selesai
radio, teleks, TV kabel dan internet dilaksanakan

Halaman 1




JANGEKA WAKTU PENYIMPANAN

KETERANGAN
e SENES. ARSIE AKTIF INAKTIF _
1 _ 2 2 4 5
. Perjalanan dinas 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
a. Dalam Daerah kegiatan selesai
b. Luar Negeri dilaksanakan
. Administrasi penggunaan fasilitas kantor 1 Tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan kegiatan selesai
fasilitas kantor lainnya dilaksanakan
. Risalah/ Notulen Rapat 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Dinilai Kembali
a. Rapat Pimpinan Daerah kegiatan selesai
b. Rapat Staf dilaksanakan
. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi 1 Tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
kegiatan selesai
dilaksanakan
. Pengurusan kendaraan dinas 1 Tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
a. pengurusan surat-surat kendaraan dinas kegiatan selesai
b. pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan
c. pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen

Pembangunan Gedung

Gambar Gedung

Gambar jalur pipa air

Gambar jalur kabel listrik

Gambar jalur kabel telepon dan airphone

SR~

kegiatan selesai
dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO JENIS ARSIP AKTIF INARTIF KETERANGAN
1 _ 2 2 4 5
8. Pemeliharaan gedung dan taman 1 Tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
a. pertamanan/ landscaping kegiatan selesai
b. penghijauan dilaksanakan
c. perbaikan gedung
d. perbaikan rumah dinas/ wisma
e. kebersihan gedung dan taman
9. Pengelolaan jaringan listrik, air, telpon, dan komputer 1 Tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
a. perbaikan/ pemeliharaan kegiatan selesai
b. pemasangan dilaksanakan
IV. HUBUNGAN MASYARAKAT
1. Keprotokolan
a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan 1 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) kegiatan selesai
dilaksanakan
b. Buku tamu 1 Tahun setelah proses 4 Tahun Musnabh,
kegiatan selesai kecuali Pejabat
dilaksanakan Negara, Tokoh
Nasional,
Permanen
c. Agenda kegiatan pimpinan lembaga/ instansi 1 Tahun setelah proses 4 Tahun Musnah
kegiatan selesai
dilaksanakan
d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri/ daerah
1}. Kunjungan dinas Pimpinan Lembaga/Instansi/Kepala Daerah 1 Tahun setelah proses 4 Tahun Permanen

kegiatan selesai
dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO KETERANGAN
SRS AKTIF INAKTIF
1 2 2 4 5
2). Kunjungan dinas Pejabat lain/ pegawai 1 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan selesai
dilaksanakan
e. Kunjungan dinas eksternal _
1). Kunjungan Presiden, Wapres, Pejabat Negara, Anggota Legislatif ke 1 Tahun setelah proses 1 Tahun Permanen
Kabupaten Cirebon kegiatan selesai
dilaksanakan
2). Kunjungan Tamu dari Luar Negeri ke Kabupaten Cirebon 1 Tahun setelah proses 1 Tahun Permanen
kegiatan selesai
dilaksanakan
f. Daftar nama/ alamat kantor/ pejabat selama berlaku - Musnah
. Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan 1 Tahun setelah proses 3 Tahun |Dinillai Kembali}
peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: Kertas/ kegiatan selesai
foto/ video/ rekaman suara/ multi media. dilaksanakan
. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan :
a. kliping koran 1 Tahun setelah proses 4 Tahun Musnah
kegiatan selesai
dilaksanakan
b. brosur / leaflet/ poster/ plakat 1 Tahun setelah proses 2 Tahun Musnah
kegiatan selesai
dilaksanakan
c. pengumuman/ pemberitaan 1 Tahun setelah proses 2 Tahun Musnah

kegiatan selesai
dilaksanakan

Halaman {



JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

2). kunjungan wartawan/ peliputan

kegiatan selesai
dilaksanakan

NO JE, TERANGAN
AEBAHIOER AKTIF INAKTIF s
1 2 2 4 5
4. Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/ Instansi :
a. Hubungan antar lembaga pemerintah 1 Tahun setelah proses 4 Tahun |Dinillai Kembali
kegiatan selesai
dilaksanakan
b. Hubungan dengan organisasi sosial/ LSM 1 Tahun setelah proses 4 Tahun |Dinillai Kembali
kegiatan selesai
dilaksanakan
c¢. Hubungan dengan perusahaan 1 Tahun setelah proses 4 Tahun |Dinillai Kembali
kegiatan selesai
dilaksanakan
d. Hubungan dengan perguruan tinggi/ sekolah termasuk magang, Pendidikan 1 Tahun setelah proses 2 Tahlan Musnah
Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Keria Lapvangan (PKL) kegiatan selesai
e. Forum kehumasan (Bakohumas/ Perhumas) 1 Tahun setelah proses 2 Tahun Musnah
kegiatan selesai
dilaksanakan
f. Hubungan dengan media massa :
1). siaran pers/ konfrensi pers / press release 1 Tahun setelah proses 4 Tahun Permanen
kegiatan selesai
dilaksanakan
1 Tahun setelah proses 2 Tahun Musnah
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

KETERANGAN

3). wawancara

kegiatan selesai
dilaksanakan

N S
o JENIS AREL AKTIF INAKTIF
1 2 2 4 5
1 Tahun setelah proses 2 Tahun Musnah

Salinan Sesuai Dengar Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Wl

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Halaman 6
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EDY RAHMAYADI




LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF
SERTA PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
NO JENIS ARSIP AKTIF INAKTIE KETERANGAN
1 2 2 4 5
I. URUSAN PERDAGANGAN
A. |KEBIJAKAN
Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi, dan perlindungan 5 Tahun sejak penetapan S Tahun Permanen
1. Pengkajian dan Pengusulan kebijakan kebijakan yang terbaru
2. Penyiapan bahan ditetapkan
3. Perumus kebijakan
4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
S. Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)
B. |PERDAGANGAN LUAR NEGERI
1. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
a. Ekspor produk tanaman pangan, perikanan dan peternakan 5 tahun setelah proses S Tahun Musnah
1). Tanaman Pangan kegiatan dinyatakan
2). Perikanan dan Peternakan selesai dilaksanakan
b. Perkebunan 5 tahun setelah proses 5 Tahun Musnah
1). Tanaman tahunan kegiatan dinyatakan selesai
2). Tanaman semusim dilaksanakan
c. Hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat S tahun setelah proses 5 Tahun Musnah
1). Hortikultura kegiatan dinyatakan selesai
2). Rempah-rempah dan tanaman obat dilaksanakan

Halaman 1




JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 2 4 S

d. Kehutanan 5 tahun setelah proses 5 Tahun Musnah
1). Hasil kayu dan produk kayu kegiatan dinyatakan
2). Hasil hutan bukan kayu selesai dilaksanakan

2. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

a. Produk TPT, aneka dan jasa 5 tahun setelah proses 5 Tahun Musnah
1). Produk tekstil dan produk tekstil (TPT) kegiatan dinyatakan
2). Produk aneka dan jasa selesai dilaksanakan

b. Produk Logam, mesin, alat transportasi dan elektronika 5 tahun setelah proses S Tahun Musnah
1) Logam dan mesin kegiatan dinyatakan
2). Alat transportasi dan elektronika selesai dilaksanakan

c. Produk industri agro dan kimia 5 tahun setelah proses S5 Tahun Musnah
1). Produk industri agro kegiatan dinyatakan
2). Produk kimia selesai dilaksanakan

d. Produk migas dan pertambangan S5 tahun setelah proses 5 Tahun Musnah
1). Migas kegiatan dinyatakan
2) Produk pertambangan selesai dilaksanakan

3. Fasilitasi Ekspor dan Impor

a. Kerjasama Internasional 5 tahun setelah 5 Tahun Musnah
1). Kerjasama multilateral dan regional, termasuk bilateral perjanjian, kontrak,
2). Pembiyaaan perdagangan keriasama berakhir dan

b. Sumber pembiayaan dan sistem pembayaran 3 tahun setelah kegiatan 2 Tahun Musnah
1). Penjaminan pembiayaan ekspor dan impor dipertanggung jawabkan/

diaudit
c. Prosedur dan Dokumen 3 tahun setelah proses 2 Tahun Musnah

1). Prosedur ekspor dan impor
2). Dokumen ekspor dan impor

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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JANGEKA WAKTU PENYIMPANAN

- Pengumpulan

diperbaharui (update)

NO IS KETERANGAN
JENIS ARSIP AKTIF INAKTIF _
1 _ 2 2 4 S
d. Penunjang Perdagangan Internasional 3 tahun setelah kegiatan 2 Tahun Musnah
1). Sarana dan Prasarana dipertanggung jawabkan/
2). Regulasi diaudit
e. Pelayanan Perdagangan 3 tahun setelah kegiatan 2 Tahun Musnah
1). Analisa pelayanan perdagangan dipertanggung jawabkan/
2). Fasilitasi pelayanan perdagangan diaudit
4. Pengamanan Perdagangan
a. Monitoring Hambatan Perdagangan 3 tahun setelah proses 2 Tahun Musnah
1). Monitoring kegiatan dinvatakan
2). Evaluasi selesai dilaksanakan
b. Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan 3 tahun setelah proses 2 Tahun Musnah
1). Hambatan teknis perdagangan kegiatan dinyvatakan
selesai dilaksanakan
c. Penanganan Tuduhan 3 tahun setelah proses 2 Tahun Musnah
1). Dumping kegiatan dinyatakan
2). Subsidi selesai dilaksanakan
3). Safeguard
C. |PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
1. Pasar dan Informasi Ekspor
a. Pengembangan pasar 2 Tahun Setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan selesai
dilaksanakan
b. Pengembangan sistem informasi ekspor
1). Pengelolaan data ekspor 2 Tahun setelah data 3 Tahun Musnah
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JANGEA WAKTU PENYIMPANAN

NO JENIS AR KETERANGAN
ARSIP AKTIF INAKTIF
1 2 _ 2 4 5
- Pemutakhiran data eksportir, importir, dan harga komoditi
- Pengolahan
- Analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan
2). Sistem informasi ekspor 2 Tahun setelah sistem 3 Tahun Musnah
- Pengembanagan aplikasi diperbaharui (upgrade)
- Pengelolaan jaringan informasi
- Pengembangan situs web
3). Pelayanan informasi ekspor 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
- Pelayanan pelaku usaha kegiaten dinyatakan
- Publikasi informasi ekspor selesai dilaksanakan
2. Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif
a. Hasil industri manufaktur 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
1). Mesin, logam, elektronika dan telematika kegiatan dinyatakan
2). Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan Aneka selesai dilaksanakan
b. Produk Agro 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
1). Kehutanan dan perkebunan kegiatan dinyatakan
2). Pertanian dan perikanan selesai dilaksanakan
c. Jasa 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
1}. Jasa Bisnis dan profesi kegiatan dinyatakan
2). Jasa konstruksi dan distribusi selesai dilaksanakan
d. Ekonomi kreatif 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah

1). Media dan Iptek
2). Seni budaya dan desain

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

1). Kelembagaan dan pelaku penunjang
2). Pelaku pasar

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

NO : KETERANGAN
JENIS ARSIP AKTIF INAKTIF
1 _ 2 2 4 5
3. Kerjasama Pengembangan Ekspor
a. Luar Negeri 2 Tahun sttelah proses 3 Tahun Musnah
1}. Pemerintah kegiatan dinvatakan
2). Non Pemerintah selesai dilaksanakan
b. Dalam Negeri 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
1). Pemerintah kegiatan dinyatakan
2). Non Pemerintah selesai dilaksanakan
4. Promosi dan Citra
. Promosi usnah
a. Promosi % Tahun setelah proses 3 Tahun Musnal
kegiatan dinyatakan
selesai diaksanakan
b. Perencanaan dan pemantauan citra 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
1). Perencanaan kegiatan dinyvatakan
2). Pemantauan dan evaluasi selesai dilaksanakan
c. Penerapan citra 3 Tahun Musnah
Pe pe P ”r' dlsiteinn QT i 2 Tahun setelah proses
Penerapan citra dalam dan luar negeri kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
E. |PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
1. Perniagaan
a. Bina Usaha 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
1). Kelembagaan dan pelaku penunjang kegiatan dinyatakan
2). Pelaku pasar selesai dilaksanakan
bh. Pengawasan Transaksi 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
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1). Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi

2). Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual

kegiatan dinyatakan
selesai diaksanakan

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
N KETERANGAN
= SRS ARSLE AKTIF INAKTIF
A 2 2 _ 4 5

c. Pengawasan Keuangan dan Audit 2 Tahun sztelah proses 3 Tahun Musnah

1). Pemantauan dan evaluasi keuangan kegiatan dinyatakan

2). Audit Kepatuhan dan keuangan selesai dilaksanakan

2. Analisis Pasar

a. Pengkajian pasar 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah

1}. Pengkajian pasar fisik dan penverahan kegiatan dinyatakan

2). Posisi dan pelaporan selesai dilaksanakan
b. Pengembangan pasar 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah

1}. Kelembagaan dan produk kegiatan dinyatakan

2). Tata tertib dan kontrak selesai dilaksanakan
c. Sistem informasi 2 Tahun setelah data 3 Tahun Musnah

1). Teknologi informasi diperbaharui (update)

2). Data
3. Pasar Fisik dan Jasa

a. Pembinaan Pasar lelang dan sistem resi gudang 2 Tahur setelah proses 3 Tahun Musnah

1). Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang kegiatan dinyatakan

2). Pembinaan pelaku sistem resi gudang selesai dilaksanakan
b. Pengawasan Pasar lelang 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah

1}). Pengawasan transaksi kegiatan dinyatakan

2). Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang selesai dilaksanakan
c. Pengawasan sistem resi gudang 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
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NO

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

| JENIS ARSIP ETI INAKTIF KETERANGAN
1 2 2 4 5
F. |BIMBINGAN TEKNIS 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
G. |EVALUASI 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

1). Bahan ajar

- Alat permainan edukatif

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

wa JENIR ARSIE AKTIF INAK'TIF RELERANGRY
1 _ 2 2 A 5
1I. URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A. |[KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN
1. Kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan meliputi: kurikulum, 2 Tahun setelah 3 Tahun Permanen
pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar dan kebijakan yang lama
menengah dinyatakan tidak berlaku
a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
b. Penyiapan bahan
c. Perumusan kebijakan
d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
e. Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)
f. Perumusan dan penerapan standar
2. MoU (Memorandum of Understanding) 2 Tahun setelah 3 Tahun Permanen
perjanjian, kontrak,
kerjasama berakhir dan
kewajiban para pihak
telah dtunaikan
B. | KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN 2 Tahun sejak kebijakan 3 Tahun Permanen
1. Pengkajian dan pengusulan penetapan lama dinyatakan tidak
2. Penyiapan bahan berlaku
3. Perumusan penetapan
4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan
5. Penetapan dalam bentuk keputusan
C. |PEMBINAAN PENDIDIKAN
1. Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal
a. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

- Temu koordinasi
- Bimtek program/pendampingan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

NO JENIS ARSIP KETERANGAN
' AKTIF INAKTIF
1 . 2 2 94 5
2). Pelatihan 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
3). Bilock Grant 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
4). Sosialisasi 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
5). Peringatan hari anak nasional 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
b. Pendidikan masyarakat
1). Penyelenggaraan program 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
- Bahan ajar kegiatan dinvatakan
- Penyusunan majalah selesai dilaksanakan
2). Pemberian bantuan sosial 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
- Penilaian proposal kegiatan dinyatakan
- Pemberian bansos selesai dilaksanakan
3). Pembinaan program 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

NO JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
e 2 2 4 5
4). Lomba, penghargaan, dan anugerah 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
5). Peringatan hari anak internasional 1 Tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
6). Pameran/publikasi/sosialisasi 1 Tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesal dilaksanakan
c. Kursus dan pelatihan
1). Penyelenggaraan program 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
- Uji kompetensi (akreditasi) kegiatan dinyatakan
- Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus selesai dilaksanakan
dan pelatihan (LKP)
- Pendataan lembaga kursus dan pelatihan
- Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra
2). Pemberian bantuan sosial 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
3). Pembinaan program: bimtek, orieritasi teknis, dan temu karya 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
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NO

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

2

4

5

4}). Standar kursus dan pelatihan
- Kurikulum
- Bahan ajar

5). Lomba lembaga kursus berprestasi

6). Publikasi dan promosi kursus

7). Sertifikasi

d. Pendidik dan tenaga kependidikan
1). Bahan ajar

2). Block grant

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

1 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

1 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiaten dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

3 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

Musnah

Musnah

Musnah

Permanen

Musnah

Permanen
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NO

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF _ INAKTIF

KETERANGAN

2

2 4

S

3). Sosialisasi {modul)

4). Data pendidik dan tenaga pendidik

2. Pendidikan dasar
a. Sekolah dasar
1). Kurikulum

2). Bahan ajar

3). Pelatihan

4). Block grant

2 Tahun setelah pros'es 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesail dilaksanakan

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

Musnah

Perinanen

Musnah

Musnah

Musnah

Permanen
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NO

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

2

4

5

5). Bimbingan teknis/sosialisasi

6). Lomba, sayembara, dan festival

7). Bantuan operasional sekolah (BOS)

8). Bantuan siswa miskin

b. Sekolah menengah pertama
1). Kurikulum

2). Bahan ajar

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

Musnah

Musnah

Permanen

Permanen

Musnah

Musnah
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NO

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF INAKTIF

KETERANGAN

2

2 4

S

6).

7).

. Pelatihan

. Block grant

. Bimbingan teknis/sosialisasi

Lomba, sayembara, dan festival

Bantuan operasional sekolah (BOS)

. Bantuan siswa miskin

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses 3 Tahun
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

Musnah

Permanen

Musnah

Musnah

Permanen

Permanen
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NO

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

2

4

5

c. Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK
1). Bahan ajar

2).

3).

5).

6).

Petunjuk teknis

Block grant

. Sosialisasi

Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore

Kurikuldm/bahan pembelajaran

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

Musnah

Musnah

Permanen

Musnah

Musnah

Musnah
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO JENIS ARSI KETERANGAN
| RSIP AKTIF INAKTIF ,
1 ) _ 2 2 4 .S
7). Alat bantu pembelajaran 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
8). Pendataan 2 Tahun setelah data 3 Tahun Musnah
diperbaharui (update)
9). Kelembagaan 2 Tahun setelah kegiatan| 3 Tahun Musnah
- Unit kesehatan sekoclah dipertanggungjawabkan
- Pendidikan jasmani adaptif / diaudit
- Pendidikan inklusi
- Block grant
- Bimbingan teknis/sosialisasi
- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore
d. Pendidik dan tenaga pendidik
1). Pendataan dan pemetaan 2 Tahun setelah data 3 Tahun Musnah
diperbaharui (update)
2). Pembinaan guru dan tenaga pendidik 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen

3). Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan
sertifikasi kompetensi

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

Halaman 16




NO

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

2

4

5

),

6).

8).

Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah

. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan

Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan

. Block grant

Bimbingan teknis/sosialisasi

3. Pendidikan Menengah
a. Sekolah Menengah Atas

1).

Kurikulum

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatdn dinyatakan
selesai dilaksanakan

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

Musnah

Permanen

Musnah

Permanen

Musnah

Musnah
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NO

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

2

4

5

2).

3).

4).

5).

6).

7).

Bahan ajar

Pelatihan

Block grant

Bimbingan teknis/sosialisasi

Lomba, sayembara, dan festival

h

Bantuan operasional sekolah (BOS)

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakanh

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

Musnah

Musnah

Permanen

Musnah

Musnah

Permanen
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

- Unit kesehatan sekolah

- Pendidikan jasmani adaptif

- Pendidikan inklusi

- Block grant

- Bimbingan teknis/sosialisasi

- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore

dipertanggung
jawabkan/ diaudit

IN() JENIS ARSIP AKTIF INAKTIF KETERANGAN
1 : _ 2 2 4 5

8). Bantuan siswa miskih 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

b. Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK

1). Kurikulum 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiaten dinyatakan
selesai dilaksanakan

2). Bahan ajar 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

3). Block grant 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

4). Sosialisasi 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah

5). Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore kegiatan dinyatakan

6). Kurikulum/bahan pembelajaran selesai dilaksanakan

7). Alat bantu pembelajaran

8). Pendataan

9). Kelembagaan 2 tahun setelah kegiatan 3 Tahun Permanen
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NO

JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

2

4 L

5

c. Pendidik dan tenaga pendidik

1)

4).

Pendataan dan pemetaan

. Pembinaan guru dan tenaga pendidik

. Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan

sertifikasi kompetensi)

Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah

. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan

. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan

2 tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

Musnah

Musnah

Permanen

Musnah

Permanen

Musnah

Halaman 20




JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
2 2 4 S
7). Block grant 2 tahun setelah kegiatan| 3 Tahun Permanen
dipertanggung
jawabkan/ diaudit
h. Bimbingan teknis/sosialisasi 2 tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
e. Peserta Didik
I). Administrasi Kelulusan 2 tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
2}). Penetapan Kelulusan, [jazah, Buku Induk dan Nomor Registrasi Kelulusan| 2 tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
. |KEBUDAYAAN
1. Pelestarian cagar budaya dan permuseuman
a. Registrasi nasional 2 Tahun setelah data 3 Tahun Permanen
1). Pendaftaran dan penetapan diperbaharui (update)
2). Pengelolaan data
b. Pelindungan 5 Tahun setelah proses 5 Tahun Permanen
1). Perizinan dan pengamanan kegiatan dinyatakan
2}. Pemeliharaan dan pemugaran selesai dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

RSIP RANGAN
NO RS AKTIF INARTIF | e
1 2 2 4 5
c. Pengembangan dan pemanfaatan 5 Tahun setelah proses 5 Tahun Permanen
1). Pengembangan kegiatan dinyatakan
2). Pemanfaatan selesai dilaksanakan
d. Eksplorasi dan dokumentasi 5 Tahun setelah proses 5 Tahun Permanen
1). Eksplorasi cagar budaya kegiatan dinyatakan
2). Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum selesai dilaksanakan
2. Pembinaan kesenian dan perfilman
a. Pembinaan seni pertunjukan 5 Tahun setelahproses 5 Tahun Permanen
1). Seni pertunjukan tradisional kegiatan dinyatakan
2). Seni pertunjukan nontradisional selesai dilaksanakan
b. Pembinaan seni rupa 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Senirupa murni kegiatan dinyatakan
2). Seni rupa terapan selesai dilaksanakan
c. Pembinaan literasi dan apresiasi film 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Literasi kegiatan dinyatakan
2). Apresiasi selesai dilaksanakan
d. Dokumentasi dan publikasi
2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen

1). Dokumentasi seni dan film

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

KETERANGAN
NO JENIS ARSIP ETIF INAKTIE
i 2 2 4 5
2). Publikasi seni dan film 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
3. Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi
a. Kelembagaan dan kepercayaan 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1}. Pemberdayaan lembaga kegiatan dinyatakan
2). Hubungan antar lembaga selesai dilaksanakan
b. Komunitas kepercavaan 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Komunitas adat kegiatan dinyatakan
2). Upacara adat selesai dilaksanakan
c. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Pengetahuan tradisional kegiatan dinyatakan
2). Ekspresi budaya tradisional selesai dilaksanakan
d. Lingkungan budaya dan pranata sosial 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1}. Lingkungan budaya kegiatan dinyatakan
2). Pranata sosial selesai dilaksanakan
4. Sejarah dan nilai budaya
a. Sejarah 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen

1). Penggalian sumber sejarah
2). Penulisan sejarah

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO
JENIS ARSIP AKTIF INARTIF KETERANGAN
1 2 2 4 5
b. Pemetaan nilai 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Pemetaan kegiatan dinyatakan
2). Klasifikasi selesai dilaksanakan
c. Verfikasi dan perumusan nilai 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Verifikasi nilai kegiatan dinyatakan
2). Perumusan nilai selesai dilaksanakan
d. Dokumentasi dan publikasi
1). Dokumentasi sejarah dan nilai budaya 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
2). Publikasi sejarah dan nilai budava 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
5. Internalisasi nilai dan diplomasi budaya
a. Internalisasi nilai budaya
I}. Pengemasan nilai budaya 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

kegiatan dinyatakan
selesai dillaksanakan

NO JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 2 4 5
2}. Penanaman nilai budaya 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
b. Kekavaan budaya 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Pencatatan kekayvaan budaya kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
¢. Warisan budaya nasional dan dunia 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1}). Warisan budaya benda kegiatan dinyatakan
2). Warisan budaya takbenda selesal dilaksanakan
d. Diplomasi budaya 2 Tahun setelah kegiatan] 3 Tahun Musnah
1}. Diplomasi dalam negeri dipertanggungjawabkan /
2). Diplomasi luar negeri diaudit
E. | KURIKULUM
1. Pembinaan kurikulum 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
2. Hasil evaluasi penyusunan kurikulum 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
JEMEARBIE AKTIF INAKTIF

KETERANGAN

2 2 4 5

PERBUKUAN
1. Penyusunan standar mutu buki 1 tahun setelah proses 1 Tahun Permanen

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2. Pengumpulan naskah 1 tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

3. Penilaian mutu buku dan pemilihan 1 tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

4. Persetujuan dan pengesahan naskah 1 tahun setelah proses 1 Tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

5 Penerbitan/pencetakan 1 tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

6. Master buku/naskah yang dicetak 1 tahun setelah proses 1 Tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

KETERANGAN
NO JENIS ARSIP AKTIF INAKTIF
1 _ 2 2 4 5
7. Distribusi buku 1 tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
8. Pengembangan naskah 1 tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
9. Pengkajian buku 1 tahun setelah proses 1 Tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
G. |PENILATAN PENDIDIKAN 5 tahun sejak 5 Tahun Permanen
1. Penilaian akademik berakhirnya masa satu
2. Penilaian non akademik tahun anggaran
3. Analisis dan sistem informasi penilaian
H. [PENGEMBANGAN SDM KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
1. Pengembangan profesi pendidik
a. Peningkatan kompetensi 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Pengemhangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal kegiatan dinyatakan
2). Pengembangan profesi pendidikan dasar selesai dilaksanakan
2). Pengembangan profesi pendidikan menengah
2. Pengembangan tenaga kependidikan
a. Program 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen

1). Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik
2}. Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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JANGEA WAKTU PENYIMPANAN

KETERANGAN
NO JENIS ARSIP ARTIF INARTIF
1 2 2 4 5
b. Evaluasi 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik kegiatan dinyatakan
2). Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai selesai dilaksanakan
3. Pengembangan SDM Kebudayaan
a. Program 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Peningkatan kompetensi kegiatan dinyatakan
2). Sertifikasi selesai dilaksanakan
b. Evaluasi 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Peningkatan kompetensi kegiatan dinyatakan
2). Sertifikasi selesai dilaksanakan
4. Penjaminan Mutu Pendidikan
a. Pemetaan mutu 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1}. Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal kegiatan dinyatakan
2). Penjaminan mutu pendidikan dasar selesai dilaksanakan
b. Sistem informasi 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen
1). Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
I. I TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1. Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film 3 tahun setelah proses 2 Tahun Permanen

a. Perancangan dan produksi
b. Penyiaran dan pengendalian

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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JANGEKA WAKTU PENYIMPANAN

a. Data
b. Informasi

hasil penelitian
dipublikasikan

! KETERANGAN
NO JERIS AERIE AKTIF INAKTIF
1 2 2 4 5
2. Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web 3 tahun setelah sistem 2 Tahun Permanen
a. Perancangan dan produksi aplikasi ditingkatkan dan
b. Aplikasi dan pengendalian dikembangkan (upgrade)
3. Pengembangan jejaring 3 tahun setelah proses 2 Tahun Permanen
a. Pengkajian dan perancangan kegiatan dinyatakan
b. Pemeliharaan dan pengendalian selesai dilaksanakan
J. |DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
1. Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 3 tahun setelah data 2 Tahun Permanen
a. Validasi dan integrasi data peserta didik diperbaharui (update)
b. Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan
2. Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran 3 tahun setelah data 2 Tahun Permanen
a. Validasi dan integrasi data satuan pendidikan diperbaharui fupdate)
b. Validasi dan integrasi data proses pembelajaran
K. |ARKEOLOCGI
1. Program dan kerja sama penelitian 3 tahun setelah laporan 2 Tahun Permanen
a. Program hasil penelitian
b. Kerja sama dipublikasikan
2. Data dan informasi penelitian 3 tahun setelah laporan 2 Tahun Permanen
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO JENIS ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 2 4 5
L. {Monitoring dan Evaluasi 3 tahun setelah laporan 2 Tahun Permanen

hasil penelitian
dipublikasikan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

e KETERANGAN
JEND ARDLP AKTIF INAKTIF
1 2 2 4 S
ITII. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
A. [KEBIJAKAN 2 tahun sejak penetapan 3 tahun Permanen
Kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak keputusan yang terbaru
1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
2. Penyiapan Kebijakan
3. Perumusan Kebijakan
4. Masukan dan dukungan kebijakan
5. Penetapan NSPK
B. |PENGARUSUTAMAAN GENDER EKONOMI, POLITIK SOSIAL DAN HUKUM
1. Data Gender 2 tahun setelah data 3 tahun Permanen
diperbarul (update)
2. Advokasi dan Fasilitasi 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
3. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Gender 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
C. |[PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KEKERASAN, MASALAH SOSIAL, TENAGA KERJA,
KORBAN PERDAGANGAN)
1. Data Perlindungan Perempuan 2 tahun setelah data 3 tahun Permanen
diperbarui (update)
2. Advokasi dan Fasilitasi 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah

kegiatan dinvatakan
selesai dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO JENIS ARSIP KETERANGAN
5 AKTIF INAKTIF
1 2 2 4 5
3. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
4. Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender 2 tahun setelah sistem 2 tahun Permanen
aplikasi ditingkatkan dan
dikembangkan {upgrade)
5. Analisa dan Penyajian Informasi Gender 1 tahun setelah proses 1 tahun Permanen
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
D. |[PERLINDUNGAN ANAK (HAK SIPIL), MASALAH SOSIAL, KEKERASAN TERHADAP
1. Data Perlindungan Anak 2 tahun setelah data 3 tahun Permanen
diperbarui (update}
2. Advokasi dan Fasilitasi 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
3. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

NO KETERANGAN
JENTARSIR AKTIF INAKTIF
1 2 2 4 5
E. [TUMBUH KEMBANG ANAK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PARTISIPASI,
1. Data tumbuh kembang anak 2 tahun setelah data 3 tahun Permanen
diperbarui (update)
2. Advokasi dan fasilitasi 2 tahun setelah proses 3 tahun Musnah
kegiatan dinyatakean
selesai dilaksanakan
3. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijjakan tumbuh kembang anak 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

KETERANGAN

NO JENIS ARSIP ARTIF TNAKTIF
1 2 2 4 S
IV. URUSAN HUKUM
A. |KEBIJAKAN 2 Tahun setelah 3 Tahun Pemanen
Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan meliputi kebijakan dibidang: Pembentukan penetapan kebijakan
Peraturan Perundang-Undangan (Regeling), Pembentukan Keputusan/Penetapan yang terbaru
(Beschiking), Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Hukum, Dokumen
Hukum. dan Uiji Materi Peraturan Perundang-Undangan
1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
2. Penyviapan kebijakan
3. Perumusan dan penyusunan bahan
4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
5. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
B. |PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/REGELING
1. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3 Tahun sejak peraturan 3 Tahun Pemanen
a. Usul Prakarsa Peraturan Perundang-Undangan perundang-undangan
b. Bahan/materi program legislasi nasional dari instansi pusat diundangkan
c. Program legislasi instansi pusat/daerah
2. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 2 Tahun sejak peraturan 3 Tahun Pemanen
a. Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan perundang-undangan
b. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan diundangkan
c. Tanggapan/Pendapat Para Ahli terhadap Peraturan Perundang-undangan
d. Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga
e. Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Legislatif
f. Keterangan, Jawaban Pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-
2 Tahun sejak peraturan 3 Tahun Pemanen

3. Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan
a. Permohonan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Gubernur
b. Tanggapan Raperda dan Peraturan Gubernur
c. Penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi peraturan perundang-undangan dan draft akhir

perundang-undangan
diundangkan
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NO JENIS ARSIP AKTIF INAKTID KETERANGAN
1 2 2 4 S
4. Pengesahan dan Penetapan 2 Tahun sejak peraturan 3 Tahun Pemanen
a. Pemberian paraf oleh lembaga terkait perundang-undangan
b. Penandatanganan oleh pejabat yang menetapkan diundangkan
5. Pengundangan 2 Tahun sejak peraturan| 3 Tahun Pemanen
a. Permohonan pengajuan pengundangan pada Lembaran Daerah dan Tambahan | perundang-undangan
b. Permohonan pengajuan pengundangan pada Berita Daerah dan Tambahan diundangkan
Berita Daerah
C. |PEMBENTUKAN KEPUTUSAN/PENETAPAN (BESCHIKKING) 2 Tahun sejak peraturan 3 Tahun Musnah
1. Keputusan Gubernur/Pemerintah Daerah perundang-undangan
a. Pengajuan draf dari unit pengusul diundangkan
b. Telaah hukum
c. Perbaikan draf
d. Penetapan
2. Surat Edaran/Instruksi Gubernur 2 Tahun sejak peraturan 3 Tahun Musnah
perundang-undangan
diundangkan
D. |PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2 Tahun sejak proses 3 Tahun Musnah
Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi peraturan perundang-undangan Penyebarluasan kegiatan selesai
peraturan perundang-undangan dilaksanakan
E. JKERJASAMA HUKUM 2 Tahun setelah 3 Tahun Permanen
Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian kerjasama berakhir dan
Kerjasama: kewajiban para pihak

1. Usul prakasa dari lembaga/unit kerja
. konsultasi dan koordinasi

2
3. Rapat interdep/antar unit
4, draf/counter draf

telah ditunaikan
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AKTIF INAKTIF SELE AT
1 2 2 4 5
5. penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan/pemarafan
6. Draf final
7. Penandatanganan
F. |DOKUMENTASI HUKUM 2 Tahun setelah sistem 3 Tahun Permanen
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) dikembangkan (upgrade)
G. |UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2 Tahun sejak proses 3 Tahun Permanen

Qega g W0 Ik

Pengajuan permohonan
Pendaftaran

Penjadwalan sidang
Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan Persidangan
Putusan

kegiatan selesai
dilaksanakan
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KETERANGAN

NO JENIS ARSIP AKTIF INAKTIF
1 2 2 4 5
V. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
A. |KEBIJAKAN 5 tahun sejak Peraturan 5 tahun Permanen
Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah meliputi : Rencana Perundang - undangan
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka diundangkan
Menengah (RPJM) Daerah.
1. Pengkajian Dan pengusulan kebijakan
2. Penyiapan kebijakan
3. Perumusan dan penyusunan bahan
4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
5. Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan
B. [MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) PROVINSI 2 tahun setelah proses 3 tahun Permanen
kegiatan dipertanggung-
jawabkan/ audit
C. |RENCANA KERJA TAHUNAN
1. Usulan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah beserta data dukungnya 2 tahun sejak 3 Tahun Musnah
berakhirnya masa satu
tahun anggaran
2. Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja/Perangkat Daerah 2 tahun sejak 3 Tahun Musnah
berakhirnya masa satu
tahun anggaran
2 tahun sejak 3 Tahun Permanen

3. Rencana Kerja tahunan Pemerintah Provinsi

berakhirnya masa satu
tahun anggaran
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1 2 2 4 S

mwwm

KETERANGAN

- [IPROGRAM KERJA TAHUNAN

1. Program Kerja Tahunan Perangkat Daerah 2 tahun sejak 3 Tahun Musnah
berakhirnya masa satu

tahun anggaran

2. Program Kerja Tahunan Pemerintah Provinsi 2 tahun sejak 3 Tahun Permanen
berakhirnya masa satu
tahun anggaran

E. IRENCANA KINERJA TAHUNAN
1. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah 2 tahun sejak 3 Tahun Permanen
berakhirnya masa satu

tahun anggaran

2. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi 2 tahun sejak 3 Tahun Permanen
berakhirnya masa satu

tahun anggaran

F. |PENETAPAN KONTRAK KINERJA

1. Pimpinan Unit Kerja/ Perangkat Daerah 2 tahun sejak 3 Tahun Musnah

berakhirnya masa satu
tahun anggaran

2. Kontrak Kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Ketua, 2 tahun sejak 3 Tahun Permanen
Wakil Ketua, Anggota DPRD, Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD dan Bawasda, berakhirnya masa satu
Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi lainnya tahun anggaran
G. [LAPORAN
1. Laporan Berkala 1 tahun sejak
1). Laporan Harian berakhirnya masa satu 1 Tahun Musnah
2). Laporan Mingguan satu tahun anggaran

3). Laporan Bulanan
4). Laporan Triwulan
5). Laporan Semesteran
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AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

2

4

5

2. Laporan Tahunan Unit Kerja

3. Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah / Perangkat Daerah

4. Laporan Pertanggungjawaban Gubernur

5. Laporan Insidental

2 tahun setelah proses
kegiatan dipertanggung-
jawabkan / audit

2 tahun setelah proses
kegiatan dipertanggung-
jawabkan / audit

2 tahun setelah proses
kegiatan dipertanggung-
jawabkan / audit

2 tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen

EVALUASI PROGRAM
1. Evaluasi Program Unit Kerja/ Perangkat Daerah

2. Evaluasi Program Pemerintah Provinsi

2 tahun setelah proses
kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan

2 tahun sejak
berakhirnya masa satu
tahun anggaran

3 Tahun

3 Tahun

Musnah

Permanen
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NO JENIS ARSIP ARTIF INARTIF KETERANGAN
1 2 2 4 5
VI. URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

A. |KEBIJAKAN 2 Tahun setelah 3 Tahun Permanen

Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan penetapan kebijakan

Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan vang terbaru
1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
2. Penyiapan kebijakan
3. Perumusan dan penyusunan bahan
4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
5. Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)
B. [IPENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata

a. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen

kegiatan dinyatakan

selesai dilaksanakan
b. Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen

Pariwisata) kegiatan dinyatakan

selesai dilaksanakan
c. Pengembangan Zona Kreatif 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen

1). Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya kegiatan dinyatakan

2). Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK selesai dilaksanakan
d. Invetasi Pariwisata 2 Tahun setelah proses 3 Tahun Permanen

1). Pengembangan Potensi Investasi
2). Promosi Investasi

kegiatan dinyatakan
selesai dilaksanakan
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